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BAB I

PENDAHULUAN

1.1
Latar Belakang Penelitian

Dalam melakukan pembangunan nasional memerlukan dana yang besar. Dana ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, yang salah satunya adalah berasal dari pajak. Pajak ini merupakan sumber utama dari penerimaan negara, yang perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Begitupun pemerintah pusat maupun daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dana yang cukup besar, misalkan untuk Pemerintah Daerah Tingkat II sumber dana ini bisa berasal dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Tingkat I dan dapat pula dari sumber atau bantuan yang lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang cukup potensial menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Pasal 79 Tahun1999, bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan Daerah

4. Lain-Lain Usaha Yang Sah

Dari keempat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 


Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya dibidang perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Tingkat II adalah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kota Cimahi. Oleh karena itu sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk melihat atau memperhatikan permasalahan dalam pemungutan pajak daerah, salah satu contoh yaitu masih adanya penyimpangan pelaporan pendapatan yang diterima oleh pihak hotel kepada Dinas Pendapatan. Dalam pajak hiburan masih banyaknya pengelola tempat-tempat hiburan  yang masih belum membayar pajak dan menyelenggarakannya tanpa izin. Dalam pajak reklame masih banyak yang memasang spanduk tanpa izin dan apabila dalam masa izin telah habis, spanduk masih tetap terpasang. Semua permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya  kewajiban membayar pajak sehingga pendapatan daerah melalui pajak daerah kurang begitu optimal. Di dalam suatu pajak, antara pajak satu dengan pajak yang lain berdiri sendiri atau bebas, seperti contoh suatu tempat penginapan atau hotel bukan saja dapat diambil satu pajak tetapi bisa lebih dari satu pajak. Dalam hal ini tempat penginapan atau hotel bukan saja dipungut pajak hotelnya saja tapi bisa diambil pajak hiburan untuk menyediakan tempat untuk acara hiburan atau tontonan dan pajak reklame untuk pemasangan spanduk untuk mempromosikan nama hotel atau tempat penginapan tersebut untuk diketahui oleh khalayak umum. Semua pemungutan pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Yang semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pemerintahan. 


Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya daerahnya guna mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar melalui pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara terpisah, untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan daerah secara optimal.

Dengan fenomena ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA) TINGKAT II KOTA CIMAHI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, sebagai batasan dalam pembahasan nanti, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1.
Bagaimana penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi periode 2002-2005.

2. Bagaimana penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi periode 2002-2005.

3.
Bagaimana penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi periode 2002-2005.

4. 
Bagaimana hasil perbandingan penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame dalam memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi periode 2002-2005. 

1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1.
Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi periode 2002-2005.

2.
Untuk mengetahui penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi periode 2002-2005.

3.
Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi periode 2002-2005.

4.
Untuk mengetahui hasil perbandingan penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame dalam memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi periode 2002-2005.

1.4
Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga/Instansi

Dapat memberikan informasi mengenai perbandingan penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame dalam memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Cimahi.

2
Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan dan memperdalam pengetahuan dalam memahami penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame Kota Cimahi.

3.   Bagi Pihak Lain/Peneliti Selanjutnya


Untuk menambah wawasan mengenai bagaimana hasil perbandingan penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame dalam memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Cimahi. 

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Karena Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat baik orang pribadi maupun badan dan sifatnya dapat dipaksakan karena telah disahkan dalam undang-undang. Karena pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan daerah.



Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan yaitu :

 “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(2002:22)

Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran negara.

Pajak pusat merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk menunjang pembangunan dan belanja negara. Menurut Erly Suandi dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa : 

 “Pajak pusat / negara ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang menyelenggarakannya di daerah, dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya”.(2002:1)

Pajak pusat terdiri dari beberapa jenis pajak yang diantaranya adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) apakah ia pabrikan, importir, agen utama, atau distributor utama.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dll.

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang didapatkan oleh masing-masing daerah dalam menunjang otonomi daerah. Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut”.(2003:1)

Dalam Buku Selayang Pandang yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah bahwa jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut :

a. 
Pajak Hotel adalah Pungutan atas Penyelenggaraan Hotel.

b.
Pajak Hiburan adalah Pungutan atas Penyelenggaraan Hiburan.

c.
Pajak Reklame adalah Pungutan atas Penyelenggaraan Reklame, dll.

(2005:21)

Pengertian Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2003 yaitu :

“Pajak Hotel adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran oleh orang pribadi atau badan”.(2003:3)

Pengertian Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2003 yaitu :

“Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.(2003:2)

Sedangkan Pajak Hiburan yang merupakan salah satu dari jenis Pajak Daerah ini, yang pengaturan terdapat dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikatakan bahwa Pajak Hiburan adalah :

“Pajak atas penyelenggaraan hiburan”.(2000:4)

Sedangkan Hiburan adalah :

“Semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga”.(2000:4)

Pengertian Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi No 6 Tahun 2003 yaitu :

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk,susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah”.(2003:3)

Pengertian Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi No 6 Tahun 2003 yaitu :

“Pajak Reklame,  adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan”.(2003:3)

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pajak itu adalah untuk membiayai pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang semua itu merupakan suatu Sistem Perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat, sehingga perlu dijaga agar beban tersebut adil. Selain itu juga pemungutan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikoordinasikan sedemikian rupa karena besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tingkat II Kota Cimahi khususnya pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi dengan hipotesis bahwa :

“Terdapat Perbandingan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah”.














Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kota Cimahi yang berlokasi di Komp. Perkantoran Dipenda Jl. Demang Haudjo Kesumah Blok Jati Lt.II Cimahi 40532, penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2006 – Februari 2007. 

1.	Masih adanya penyimpangan pelaporan pendapatan yang diterima oleh pihak hotel kepada Dinas Pendapatan.


2.	Masih banyaknya pengelola tempat-tempat hiburan  yang masih belum membayar pajak dan menyelenggarakannya tanpa izin.


3.	Masih banyak yang memasang spanduk tanpa izin dan apabila dalam masa izin telah habis, spanduk masih tetap terpasang.
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Dalam suatu pemungutan pajak dilakukan secara terpisah. Contohnya dalam suatu tempat penginapan atau hotel dapat diambil tiga pajak yaitu pajak hotel, pajak hiburan atau tontonan dan pajak reklame.











Terdapat Perbandingan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah
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